
MENTERIKEUANGAN 
REPUBLIK INQONESIA 

SALIN AN 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NO MOR 23/PMK. 05/2018 

TENT ANG 

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM 

BALA! PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI LAUT JAKARTA 

PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 

Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi 

yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan 

umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan 

menteri/pimpinan lembaga; 

b. bahwa Menteri Perhubungan melalui Surat 

Nomor PR. 302/2/9 PHB 2017 tanggal 29 Mei 2017 hal 

U sulan Tarif Layanan Satker BLU BPPTL Jakarta, telah 

mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan 

Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi 

Laut Jakarta pada Kementerian Perhubungan; 
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c. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum 

Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut 

Jakarta pada Kementerian Perhubungan, telah dibahas 

dan dikaji oleh Tim Penilai; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan ten.tang Tarif 

Layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan 

Pelatihan Transportasi Laut Jakarta pada Kementerian 

Perhubungan; 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten.tang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 ten.tang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

ten.tang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia N omor 5340); 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 

ten.tang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan 

Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 915); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TARIF 

LA.YANAN BADAN LA.YANAN UMUM BALA.I PENDIDIKAN 

DAN PELATIHAN TRANSPORTASI LAUT JAKARTA PA.DA 

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. 

Pasal 1 

�arif layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan 

dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta pada Kementerian 

Perhubungan merupakan imbalan atas jasa layanan yang f' 
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diberikan oleh Baclan Layanan Umum Balai Pencliclikan 

dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta pacla Kementerian 

?erhubungan kepacla pengguna jasa. 

Pasal 2 

Tarif layanan se bagaimana climaksucl clalam Pas al 1 

:ercliri a tas: 

a. Tarif Layanan Akaclemik; clan 

:J. Tarif Layanan Penunjang Akaclemik. 

Pasal3 

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam 

?asal 2 huruf a, terdiri atas: 

a. Tarif Seleksi Penerimaan Calon Peserta Diklat; 

b. Tarif Diklat Pembentukan; 

c. Tarif Diklat Teknis Fungsional Transportasi Laut; 

cl. Tarif Diklat Manajerial; 

e. Tarif Diklat Peningkatan; 

f. Tarif Diklat Pemutakhiran; 

g. Tarif Diklat Keterampilan; dan 

h. Tarif Layanan Akademik lainnya. 

Pasal4 

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas: 

a. Tarif Penggunaan Lahan, Ruangan� Geclung, clan Sarana 

Olahraga; 

:J. Tarif Penggunaan Peralatan dan Mesin; 

c. Tarif Penggunaan Laboratorium dan Simulator; dan 

d. Tarif Pengunaan Sarana Transportasi. 

Pasal 5 

Tarif Layanan Akaclemik sebagaimana climaksud clalam 

?asal 3 tercantum clalam Lampiran yang merupakan bagian 

:idak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 6 

Tarif Diklat Pembentukan sebagaimana dimaksud dalam 

?asal 3 huruf b berlaku untuk taruna mulai angkatan tahun 

2018/2019. 

Pasal 7 

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan 

=.,ayanan Umum Balai Pendidikan clan Pelatihan Transportasi 

=.,aut Jakarta pada Kementerian Perhubungan. 

Pasal 8 

Tarif Penggunaan Lahan, Ruangan, Gedung, dan Sarana 

Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan 

Tarif Penggunaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan biaya per unit 

1ayanan dengan memperhatikan fasilitas dan . harga pasar 

setempat. 

Pasal 9 

Tarif Penggunaan Laboratorium dan Simulator sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya 

per unit layanan yang berasal dari bahan pengujian, bahan 

bakar, alat transportasi, dan/ atau instruktur pendamping 

/tenaga ahli. 

Pasal 10 

Tarif Penggunaan Sarana Transportasi se bagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit 

layanan yang berasal dari bahan bakar, alat transportasi, 

dan/ atau tenaga kerja. 

Pasal 11 

(1) Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan 

Transportasi Laut Jakarta pada Kementerian 

Perhubungan dapat memberikan jasa layanan di bidang 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 
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masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak 

pengguna jasa melalui kontrak kerja sama. 

(2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama 

antara Kepala Badan Layanan Umum Balai Pendidikan 

dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta pada 

Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa. 

Pasal 12 

(1) Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan 

Transportasi Laut Jakarta pada Kementerian 

Perhubungan dapat melakukan kerja sama operasional 

dengan pihak lain untuk meningkc.tkan layanan jasa 

di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

(2) Tarif layanan kerja sama operasional dengan pihak 

lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan 

Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan 

Transportasi Laut Jakarta pada Kementerian 

Perhubungan dengan pihak lain. 

Pasal 13 

(1) Terhadap taruna tertentu dapat diberikan tarif layanan 

sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif Diklat 

Pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

hurufb. 

(2) Taruna tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling sedikit meliputi: 

a. taruna teladan; 

b. taruna berprestasi nasional atau internasional; 

c. taruna dari keluarga miskin; dan/ a tau 

d. taruna korban bencana. 

(3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan f 



- 6 -

Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan 

Transportasi Laut Jakarta pada Kementerian 

Perhubungan. 

(4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan 

tarif layanan kepada taruna tertentu sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) diatur oleh 

Kepala Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan 

Pelatihan Transportasi Laut Jakarta pada Kementerian 

Perhubungan. 

Pasal 14 

(1) Terhadap Peserta Diklat yang berasal dari Warga Negara 

Asing dikenakan tarif layanan: 

a. paling rendah 175% (seratus tujuh puluh lima persen) 

untuk Diklat Teknis Fungsional Transportasi Laut, 

Diklat Peningkatan, dan Diklat Pemutakhiran; dan 

b. paling rendah 150% (seratus lima puluh persen) untuk 

Diklat Keterampilan. 

(2) Ketentuan mengenai tata cara dan penetapan tarif 

layanan kepada Warga Negara Asing sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan 

Kepala Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan 

Pelatihan Transportasi Laut Jakarta pada Kementerian 

Perhubungan. 

Pasal 15 

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Balai 

Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta pada 

Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa 

sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap 

berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerjasama. 

Pasal 16 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima bel9-s) hari 

terhitung sejak tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 27 Februari 2018 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 26 Februari 2018 

MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SRI MULYANI INDRAWATI 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

WIDODO EKATJAHJANA 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 323 
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LAMPI RAN 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 23/PMK.05/2018 

TENT ANG 

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI 

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI LAUT 

JAKARTA PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM 

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI LAUT JAKARTA 

PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

Jen.is Layanan Sa tu an Tarif (Rp) 

Seleksi Penerimaan Calon Peserta Diklat 

a. Diklat Pembentukan 

1) Pendaf tar an Per Calon 7 5.000,-

Taruna 

2) Seleksi Akademik Per Calon 150.000, -

Taruna 

3) Seleksi Kesehatan Per Calon 650.000, -

Taruna 

4) Seleksi Kesamaptaan Per Calon 200.000, -

Taruna 

5) . Seleksi Psikotes Per Calon 300.000,-

Taruna 

6) Seleksi Wawancara Per Calon 200.000,-

Taruna 
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No. Jen.is Layanan Satuan Tarif (Rp) 

b. Diklat Teknis Fungsional Transportasi 

Laut 

1) Pendaf tar an Per Calon 75.000,-

Peserta 

2) Seleksi Kesehatan Per Calon 650. 000,-

Peserta 

c. Diklat Peningkatan 

1) Pendaftaran Per Calon 75.000,-

Peserta 

2) Seleksi Kesehatan Per Calon 650.000,-

Peserta 

d. Diklat Pemutakhiran 

Pendaftaran dan Pemeriksaan Per Calon 100.000,-

Kesehatan Peserta 

e. Diklat Keteram pilan 

Pendaftaran dan Pemeriksaan Per Calon lQ0. 000,-

Kesehatan Peserta 

f. Revalidasi Diklat Keterampilan 

Pendaf tar an Per Calon 75.000,-

Peserta 
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No. J enis Layanan Satuan Tarif (Rp) 

2. Diklat Pembentukan 

Diklat Pelaut Tingkat IV Pembentukan Non 

Reguler 

a. Bidang Keahlian N autika 

1) Semester I Per Taruna 5.134.000,-

2) Semester II Per Taruna 5.034.000,-

3) Semester III Per Taruna 3.931.000,-

4) Semester IV Per Taruna 317.000,-

b. Bidang Keahlian Teknika 

1) Semester I Per Taruna 5.543.000,-

2) Semester II Per Taruna 5.134.000,-

3) Semester III Per Taruna 3.931.000,-

4) Semester IV Per Taruna 317.000,-

3. Diklat Teknis Fungsional Transportasi Laut 

a. Terminal Operator Management dan Per Peserta 9.355.000,-

BUP (Badan Usaha Pelabuhan) 

b. Shipping Agency Per Peserta 9.921.000,-

c. Container Terminal Operation and Per Peserta 9.8 30.000,-

Management 

d. Oil and Gas Per Peserta 9.830.000,-

e. Vessel Traffic System Basic Per Peserta 10.336.000,-

f. Vessel Traffic System Operator Per Peserta 12.310.000,-

g. Dasar-Dasar Kesyahbandaran Per Peserta 9.606.000,-

h. Dasar-Dasar Marine Incpector Per Peserta 8 .793.000,-

1. Pengukuran Kapal di Bawah 7GT Per Peserta 8.610.000,-

J. Teknis Bidang Perhubungan Laut Per Peserta 8.927.000,-
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No. Jenis Layanan Satuan Tarif (Rp) 

4. Diklat Manaj erial 

a. Training for Instructors (T. 0. T IMO Per Peserta 8.500.000,-

Model Course 3.12) 

b. Training for Instructors (T. 0. T IMO Per Peserta 8.000.000,-

Model Course 6.09) 

c. Training for Instructors (T. 0. T IMO Per Peserta 8.000.000,-

Model Course 6.10) 

5. Diklat Peningkatan 

a. Diklat Pelaut Tingkat IV Peningkatan 

1) Bidang Keahlian Nautika Per Peserta 13.267.000,-

2) Bidang Keahlian Teknika Per Peserta 13.659.000,-

b. Diklat Pelaut Tingkat V Peningkatan 

1) Bidang Keahlian N autika Per Peserta 9.389.000,-

2) Bidang Keahlian Teknika Per Peserta 9.397.000,-

6. Diklat Pemutakhiran 

a. Diklat Pelaut Tingkat IV 

Pemutakhiran Tingkat Operasional 

1) Bidang Keahlian Nautika Per Peserta 948 .000,-

2) Bidang Keahlian Teknika Per Peserta 8 56.000,-

b. Diklat Pelaut Tingkat IV 

Pemutakhiran Tingkat Manaj emen 

1) Bidang Keahlian Nautika Per Peserta 1.250.000,-

2) Bidang Keahlian Teknika Per Peserta 1.223.000,-

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 12 -

No. J enis Lay an an Sa tu an Tarif (Rp) 

c. Diklat Pelaut Tingkat V Pemutakhiran 

Tingkat Operasional 

1) Bidang Keahlian Nautika Per Peserta 718.000,-

2) Bidang Keahlian Teknika Per Peserta 626.000,-

d. Diklat Pelaut Tingkat V Pemµtakhiran 

Tingkat Manaj emen 

1) Bidang Keahlian Nautika Per Peserta 1.029.000,-

2) Bidang Keahlian Teknika Per Peserta 1.090.000,-

7. Diklat Keterampilan 

a. Basic Safety Training (EST) Per Peserta 1.235.000,-

b. Advance Fire Fighting (AFF) Per Peserta 676.000,-

c. Medical Emergency First Aid (MEFA) Per Peserta 520.000,-

d. Medical Care (MC) Per Peserta 721.000,-

e. Restricted Operators Certificate - Per Peserta 1.689.000,-

Global Maritime Distress and Safety 

System (ROC - GMDSS) 

f. General Operators Certificate - Global Per Peserta 2.085.000,-

Maritime Distress and Safety System 

(GOC - GMDSS) 

g. Ship Security Officer (SSO) Per Peserta 560.000,-

h. Bridge Resource Management (BRM) Per Peserta 837.000,-

1. Seafarer with Designated Security Per Peserta 515.000,-

Duties (SDSD) 

J. Security Awareness Training (SAT) Per Peserta 340.000,-

k. Engine Room Resource Management Per Peserta 754.000,-

(ERM) 
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No. Jen is Layanan Satuan Tarif (Rp) 

1. Crowd Management Training (CMT) Per Peserta 441.000,-

m. Crisis Management and Human Per Peserta 446.000,-

Behavior Training (CMHBT) 

n. Able Seafarer Deck (ABSD) Per Peserta 2.529.000,-

0. Able Seafarer Engine (ABSE) Per Peserta 2.612.000,-

p. Rating Forming a Part of a Deck Watch Per Peserta 1.644.000,-

(RFDW) 

q. Rating Forming a Part of an Engine Per Peserta 1.633.000,-

Watch (RFEW) 

r. Revalidasi Diklat Keterampilan Per Peserta/ 200.000,-

Diklat 

8. Layanan Akademik lainnya 

a. Ujian Kompetensi Pelaut Per Peserta/ 100.000,-

Mata Ujian 

b. Masa Dasar Pembentukan Karakter Per Calon 4.655.000,-

Calon Taruna Taruna 

c. Perlengkapan Taruna Per Taruna 1.492.000,-

d. Bimbingan Pra Prala (Sebelum 

Praktek Layar) 

1) Bidang Keahlian Nautika Per Peserta 500.000,-

2) Bidang Keahlian Teknika Per Peserta 600.000,-

e. Pemeriksaan dan Penguj ian Cadet 

Record Book (CRB) 

1) Bidang Keahlian Nautika Per Peserta 930.000,-

2) Bidang Keahlian Teknika Per Peserta 1.230.000,-
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Jenis Layanan Satuan Tarif (Rp) 

Pemeriksaan dan Pengu j ian Pak et 

Pr ala 

1) Bidang Keahlian Nautika Per Peserta 2.430.000,-

2) Bidang Keahlian Teknika Per Peserta 2.430.000,-

Bimbingan Pasca Prala (Setelah Per Peserta 784.000,-

Praktek Berlayar) 

Permakanan Taruna Per Taruna/ 1.085.000,-

Bulan 

Binatu Taruna Per Peserta/ 186.000,-

Bulan 

Wisuda Per Peserta 2.413.000,-

Penggantian Sertifikat COP (Certificate Per 

of Profeciency) Sertifikat 100.000,-

Penggantian Sertifikat COC (Certificate Per 

of Competency) dan Sertifikat COE Sertifikat 200.000,-

(Certificate of Endorsement) 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SRI MULYANI INDRAWATI 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum 
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